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QANUN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR : 22 TAHUN 2002
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN. DAERAH
 KABUPATEN SIMEULUE
- C BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PENGAN RALIMAT AVLAL Y ANG MATIA ISUASA
BUPATI SIMBULUILE

Menimbang v bahwa untulk meningkatkan  pertumbuhan perckonomian  dan
Pendapalan— Dacrah ~ dalan  rangka ‘menunjang  kegiatan
Pembangunan - Dacealy * pada khususnya, perlu  di upayakan
penggalian sumber-sumber baru Pendapatan Dacfih antar Lain
melalui Perusahaan Dacraly; |

b, bahwa wntuk maksud tersebul perly membentuk Perusabaan Daceah
Kabupaten Simeulue  dongan menctapkan dalam suatu Qanun,

Mengingal ¢ 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, tenlang Perusahaan Dacrah
(Lembarany Negara Republik Indonesia ‘l'ahun 1962 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Ropublik Indonesia Nomar 23 87);

+ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang  Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
60, Tambahan Lembaran Négara Republik Indonesia Nomor13839);

! 3. Undang-Undang Nomor 25 Tihun 1999 tenlang  Perimbangin

Keuangan anlara Pemerintah Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia ‘Fahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran

5 % : Negara: Republil Indanesia Nomor 3848);

4 Undimg-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyclenggaraan
Keistimewaan Propingi- Dacrah Istimewa Aceh (Lembaran Negara

) Republik Indonesia Talun 1999 Nomar 172, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

50 Undung-Undang Nomor 48 Tahun 1999 lentang  Pembentukan
Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lombaran Nepara
Republik Indonesia “Fahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomoy 3897):

6. Undang-Undang Nomor 18 ‘I'ahun 2001 Tentang Otonomi IKhusus
Bagl Provinsi Dierah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe
Acch Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia  Talwun
2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4134); ;

[
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Panal 2
(1) Dengan Qanum ik dibentuk  dan didirikan  Persahaan Do
dengan nama Perusahaan Davral Kabupaten Simeulue ( PDKS),
(2) Perusahaan Daerah adalah Dadan Tukum yang berhak mclakul
uxahaeusaha dan kegintan berdasarkan Qanun ini dan Peratie
. Peridangsundangan yany berlaku, :

Pasal )

Dengan  Hdok  menpurangl  ketentuan  dalam Qanun ini terhad
Perusabaan Poerah berlaku segaln kelentuan Peraturan Perundarn
undanpan yang berlaku,

BAB I

TENPAT KEDUDUKAN, "FUJUAN
DAN BIDANCG USALIA

Pasal 4 \

. (1) Perusahian Daerah ini berkududukan dan berkantor pusat di fhuh. - -
Kubupaten Simeulue;

(2) Wilayah Usaha Perusahaan ini meliputi seluruh wilayah Kabupaicn
Nimeulue dan apabila di pandang perlu dapat membuka caban:.
cabang ataw perwakilannya baik di dalam maupun di luar negeri;

(3) Pembulain - cabang-cabang  atau  penwakilan scbagaimana  dalom
aval (2) dilakukan  selelah mendapat - persetujuan Bupati - dan
. . ) perlimbangan Badan Pengawas,

Pasul 5

Ierusabian Dacrah didivikan dengan maksud dan twjuan untuk ot
bemeran serta dalam pengembangian perckonomian dacrah, memperhias
pemeratian - pembangunan  dan hasil-hasilaya  lermasuk  memberi

kesempatan berusahu dan lapangan kewja serta untuk meningkatkan
Pendapatan Axli Pacrnh ( RAD ),

Pusal 6

(1) Perusahman Dacraly ind bergerak dalam bidang usaha ;

it Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Perkanan dan Peternakan,
b, Usaha lidusii,

¢ Konstruksi,

. Perdngangan Umuin serta jusa<jasa konsultan ( Publie Utilitios ).
Real listale,

I'¢ngembangan Pariwlsata

Lengadnan Barang/Tosa, :

Berbagni  usaho luinnyn  yang  dibenarkan  oleh  peraturan

_ perumclarg- undangan yang berdaku berdasarkan azas ckonomi
dengan prinsip kehati=hatian.

—_—

==
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Reputusan  Vresiden  Nomor dd - Tahun 1999 tentang “T'el s
Penyusunan Persturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancany.v
Und: angsUndang, Raneangan Peraturan Pemerintah dan Rancanye.n
Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahon 1999 Nomor 70):
Parptiran Menterd Dalam Negerd Nomor | Tahun 1984 fentang 1 a1a
Carn Pembinaan  Dan Pengawasan  Perusahaan Dacralr i
Lingkungan Pemerintah Dacraly,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentany:,
I'enpelolaan Barang Perusahian Dacrah;

’ l’\.mhu.m Monteri Dalam Negeri Nomor 4 “Fahun 1990 tentang 1 ata

Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Dacrah Dengan Pibak Ketipa!
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daeralh Nomor (-
S98 "lahun 1990 tentung Manual Administrasi Darang Dacrali:
Keputusan Menteri Dalam Negerd Nomor S0 Tahun 1999 (entans
Kepengurusan Perusahaan Dicrah; _

Feputusan Menteri Datamy Negerl dan OQlonomi Dacrah Nomor '

Tahun 2001 tontang ‘I'chnik  Penyusunan dan Muatan Prod:’ -

Produk Hukum Taerah:
Keputusan Menterd Dalam Negen dan Otonomi Dacrah Nomer

Talun 20001 ‘Tentang Bentuk Produk-produk Flukum Dacral;

Keputusan Menter Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Momer 3

Tahun 20001 'l'cnl.'mg Proscdur  Penyusunan Produk  [lul

Dacrah;
Reputusan Mentesi Dalam I\r..yuu dan Otonomi Dacraly Nome 1
Tahun 20000 Tentang, Lembaran Dacrah dan Berita Dacrahy,

. Dengan Persetujuan

DEWAN PERW \.!\ll.;\f\ RARYAT DAERAI KABUPATEN SIMEULLUL

Menetapkan

J\II'.J\HIH'M\.'\N

i QANLIN l\'f\mll’.-\'l'lflf\'-,Slf\‘Il':l‘l..l'l': TENTANG PENDIRIAN

PERUSAHAAN DAERALT KABUPATEN SIMEEULLUE

Dalim Qanun ini'y:mg dimakswd dengan ;

0,

T

&

9.

BAB |

KIETENTOAN UNUAL
Pasal |

!
Pacrah adalaly Kabupaten Simeulue; !
Pemerintah  Dacrah adalah Bupati heseria Perangkal  Dacrah
Otonam lainnya sebagai Dadan Bksekutil Dacrah;
Lupati adalah Bupati Simeulue ;.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupali Simeulug;
Dewan  Penwakilan Rakyal Dacrah I\.-tlmp'ucn Simculue yang
sclanjumya disingkal DPRL) Kabupaten Simeulue, adalah Badan
I.egislatil Dacrahy;
Perusahaan Dactah adalah Perusahaan Dacrab Kabupaten Simeulug:
Dircksi adalah Dircksi Perusahaan Dacrah Kabupaten Simeulu:
Nadan  Pengawas adalah Dadan Pengawas Perusahaan  Dacral
Kabupaten Simeulue;
Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Dacrah Kabupaten Simeuluc:

10. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham, |

1

[T

Dipindal dengan Camscanner



(2) Palam mengembangkan usahanya Perusahaan ‘Dagrah Kabuparas
Simeulue dapat melakukan usaha Kegda sama ( Joint Veniure )
dengan Badan Usaha MUK Pemerintah  atau Dadan Usaha Swasts
Linnya dalam rangka pelaksanaan operasionalaya.

BABLY
MODAL
Pasal 7

(D Modal  Dasar Perwsahaan Dacrah ditetapkan sebosa
Rp. 200.000,000.000,« (dua ratos milyar rupiah);

(2) Modal Dasar dimaksud pada ayat | ( satu ) pasal ini terdin dan -

3. Rp. 102.000.000.000,- (seratus dua milyar rupiah) merupakan
kekayaan dacmh  yang  dipisahkan, dengan  sctoran
awal Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas lima ratus milyar rupiah)

b. Rp. 98.000.000.000,- (scmbilan puluh delapan milyar rupiah)
diperoleh dari penjualan saham atau obligasi kepada masyarakal
alau Badan Hukum lainnya.

(3) Perusahaan Dacrah mempenyai cadangan umum yang dibentuk dan
dipupuk menurut ketentuan pasal 40 huruf ¢ Qanun ini.

(3) Pemerintah Dacrah menguasai paling sedikit 51 %6 (lma pudch sata
persen) ssham pada Perusahaan Dacrah,

(3) Semua alal likwiditas disimpan pada Bank PPembangun Racrah atau
Uank Pemerintahan lainnya yang di tunjuk.

BAD V

a
Ll

SAHAM-SANAM
Pasal 8
(1) Sahaun  dikcliarkan  atas nama  Perusahaan Dacrah dengan
pertimbdngan Badan Pengawas.

(2) Surat-surat saham dibed nomor umit dan ditanda-tangani leh
Direkiur Utama dan Ketua Badan Pengawas Mau apabila Ketua
Badan Pengawas berhalangan oleh Dircktur Utama bersama dengan
salah secorang anpgota Dadan Pengawas atau apabila  Dirckiur
Uma dan Kelua Badan Pengawas berhalangan oleh scorang
Dircktur bersama seorang anggota Dadan Pengawas,

RAR VI _
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 9 ‘

Susunan organisasi dan a2 kerja Perusahaan Dacrah divsulkan alch
Dircksi dengan persetujuan Badan Pengawas dan bedaku sesudah i
Ictapkan Bupati Simeulue.
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anal 10
N | (1) TPorusahaan  Daorah diplmpin oloh Direksl yang tordid dard seorang
Direktur Utama dan vobanyaksbanyaknya 2 ( dun ) orang Direktur .
(1) Dhvoksl  dalame melaknapnkon Igiwnyn  bortanggungejawab - kupinda
' Dupati Stmoulue melatul Dadan Pengaas,
) () Pengecualian sebagulmana dimaksud dalam ayat 1 ( satu ) pasal ini
haruw dongan porselwjuan turlebih dahulu Dewan Perwvakilan Rakyat
) Dacrah Kabupaten Simeuluy,
. Pasal 11

(1) Dircksi  Porusahamn Dugiah sehiani=harl - melaksanakan  tugasnya
berdasarkan - kebjaksanaan  wmuny  yang  diganiskan  oleh  Dupati
. © Simoulue atau Badan Pongawoy dengan mengikuti Peraturan tata
tertib sorta (ot koga yang sudah ditetapkan dengan memperhatikan
kelentuan peraluran perundang-undangan yang berlaku,

(2) Dircksi  memimpin, mengurns dan mengelola Perusahaan Dacrah
sexuai  dengan  ljuan berdagarkan - daya guna dan hasil - guna
Perusabaan Dacrah, 'y

~(3) Dircksi menguasal, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan

Dacrah yang telah dipisahkan,

Pasal 12

(1) Anggota Dircksi diangliat  oleh Bupali Simeulue atas usul Badan
© O Pengawas serelah mendapal persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

. Daerals 4
S (2) Dircksi diangkal berdasarkan syarat-syaral kemampuan dan keahlian
. P yang. diperlukan untuk menunjang kemampuan Perusahaan Dacrah
: ’ yang di pimpinnya sesuai dengan kelentuan Perundang-undangan

yang, berlakit.

L, Syaratesyaral winum
a. Bertagpwa kepada Allah W'
v, b, Mempunyai akhlag moral yang lidak lercela,
¢ Setin dan taat Kepada negara dan pemerintah Republik
Indongsia,
# g Ao Tidak pernal terlibal Baik langsung maupun tidak langsung
dalam  setiap  kegintan  yitg mengRhianati negara kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
wndang Dasar 1945 alan organisasi 1érlarang lainnya,
¢, - Mempinyai rasas pengabdian lerhadap nusa,  hangsa din
Agama, '
(. “lidak dicabul hak pilihnys berdasarkan putusan pengacilan,
£ Sehat jasmani dan vohani serfa berumur sekurang-kurangnya
35 ( Tiga Pulub Lima ) Tahun dan tidak melebihi umur 60 (
Enam Pulul ) tahun,
he Bertempal tinggal Ji wilayah Kabupaten Simeulue,
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1. Syarategyarat Khusus I
I s\'h.mpunv:ll kepribacian :I.ul sllat kepeminmpinan,
2, Mempunyal pengetahuan dan keeakapan dalammengelols
Perusahaan Dacral, !
2. Nenvibawa dan Jujur,

(1) Anggola Dirksi tidok dibenarkan morangkap jabatan lain keewali
dengan izin tertulis Bupati Simeulue,

|
Yasal 13 |

ac Anggota Diveksi diangkat untuk masa jabatan d ¢ empat ) Tahun dan
dapal diangkal kembali setelah masa jabatan berakhie denpan tetap
memperhatikan ketentuan dalam pasal 12 Qanun ini.

b, Seorang anggota dircksl dapat menduduki jabatan  direksi paling
banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama,
keeuall np.uhil.i diangkat mcuimli diceklur ulama,

¢, Permohanan p;.rsc!uJu'm prinsip schagaimana dimaksud dalam ayal
(1) pasal 12 Qanun ini dl.‘l-lﬂl[).‘lll\nﬂ oleh Bupati Kabupaten Simeulue
selambat-lambatnya 3 ( figa ) bulan sebelum masa jabatan Anggota
Direksi berakhir,

. Anggata Direksi schelum menjalankan !umanvl dizambil sumpah dan
dilanlik olch Bupati Kabupaten Simeuluc,

o -
Pasal I -

(1) Antara sesama anggota Direksi tidak diperkenankan ada hybungan
keluarga sampai derajat keliga, baik menurun garis lurus: maupun
kesamping teérmasuk menantu din ipar,

(2) Jika scielah pengangkatan terfadi hubungan kuh:;um anfara mercka
sobagaimana  dimaksud ayat | ( salu ) pasal ini, maka untuk
melanjutkan jabatannya (Itpwluk:m izin tertulis dari Bupati Simeulue
selclah mendengar pertimbangn DIRD .

Pasal 15 |

(1) Anggota Dirchsi diberhentikan atou, dapat dibevhentikan oleh Bupati
Simeulue oleh karena : I

a.  Meninggal dunia, !

b. Permintaan sendiri, |

¢, Melakukan sesuatu atau yang bersifat mergikan Perusahaan
acral atau bertentangan dengan kepentingan Negara/Daerah,

d., Suatu hal yang mengakibatkan ia lidak dapal . melaksanakan

lugasuya secara wajar, :

Dihukum  karena melakukan® kejahatan  berdasarkan Keputusan

Pengadilan yang telah memgnumyai kekuatan hukum tetap.

. Mabis masa jabatan,

o«

(2) dimaksud dalam ayat (1) huf ¢ pasal ini, anggota dircksi yang
bersanghkutan  diberhentikan  untuk sementara dari tugasnya  oleh
llupah Simeulue sesuai dengan uspl Badan Pengawas,

(3) 'emberlicntian sementara itu dnlmllahuk.m sccara lertulis kepada
.ang,;_,nla direksi terscbul, Bmlnp Penganwas dan anggota  direksi
luifinya  diserfai -alasan-alasan yang  menyebabkan - pemberhention

seanentara tersehul, .
I
i
1
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\ (1) Dalam  hal  terjadinga  pemberhentian  sementara  scbagaimana
dimaksud dalam ayal (3) paxal Ini dilakukan hal-hal sebagai berkul

ao Anggota Dircksl yang bersangkulan diberi kesempatan  uniuk
membeln dird dalam suatu sldang yang khusus diadakan untuk i
oleh Dudan Pengawas, dalam wakiu salu bulan scjak Anggota
Dircksl torschut diberitahukan (entang pemberhentian sementara,
Jika  Aonggota Dircksi yang bersangkulan (idak hadir dalam
persidangnn  terwebul, yang bersangkutan  dianggap menerima
apapun yang diputuskan olel 1adan Pengawas,

b, Dalam sidang itu Badan Penpawas memulugkan apakah yang
bersangkutan  tetop  divsulkan  untuk  diberhentikan  atau
pemberhentian  sementara iy dibatalkan  danm segera
menysmpaihan - Kepulusannya  sceara lertulis kepada Bupati
Simeulue,

¢ Sclambal-lambamya | ( satu ) bolan sgjak diferima keputusan
sidang  (emmebul  dalam huruf b dialas, DBupali  Simculuc
mongeluarkan  kepulusan - dan menyampaikan  sccara  fertulis

, kepada Anggola Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan
. . ' Anggola  Dircksi lainnya, Dalam  hal  pemberitahuan  (idak
dilakukan  dalam wakiu yang ditentukan, maka pemberhentian

sementars itu batal menurut hukum,

o Jika sidang sebagaimana dimakéud dalam hurul a ayat ini tidak
diandakan oleh Badan Pengawas dalam wakiu satu bulan sclclah
pemberhentian sementara ity diberitahukan  scbagaimana
dimaksud dalam ayal (2) pasnl ini maka Kepulusan pemberhentian
sementara oleh Bupati Simeulue batal menurul hukum,

¢. Jika Keputusan Bupali Simeuluc scbagaimana dimaksud dalam
dvat (4) tidak dapat disclujui anpgola Dircksi yang bersangkutan
.tl.tu Dircksi lainnya dapat menenipuh _|.|lur hukum yang berlaku.

Pasal 16

LYircksi mengangkal dan nmnhcrhumkan Pimpinan UmUManagcr. scria
pegawai  Perusabiaan Dacrah - berdasarkan  ketentuan-ketentuan
Kepegawaian Perusahaan Dacrabs

@ Pasal 17

Dircksi mcnumulk'm h.p.:da Bupati Simeulue melalui Badan Pengawas
mengenni harta kekaynan Perusalinan Dacrah yang fidak digunakan atau
lidak bermanfaal lagi untuk dihapuskan/dijual, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 18

(1) Dircksi memerlukan perselujuan dini Badan Pengawas dalam hal

. Mcngndnkan perjanjian-perjanjian - kerja  sama usaha  dan
pinjaman yang mungkin dapat  berakibat berkurangnya asel dan
membebani anggaran Perugahaan Dacrah,

b, Menjual Obligasi.

¢. Memindah fangankan atay mcmbcbcm benda tak bcrncrnI\ milik
Perusahaan Dacrah,

d. Penyertaan modal dalm pcrusahnnn lain,

(2) Dalam hal Dircksi tidak mun-nulu/m\.lnnggar kelentuan scbagaimana
- dimaksud dalam ayat (1) pasal i ini, scgala (indakan Dircksi (erscbut

dianggap fidak mewakili Perisahaan Dacrah dan menjadi langgung
, Jawab pribadi anggota Dircksi.




Pasal 1V '
’ 1 . . .
(1) Direksi mewakili Perusahaan Dacrah di dalam dan diluar Pengadilan,

(2) Direksi dapal memberikan kuasa sceara lertulis untuk mewakilinya di
dalam dan di uar Pengadilan kepada scorangy, anpgota direksi yang
Khusug ditunjuk unm} i ataupun kepada orang/badar: — in diluar
Perusahaan Daerah, A luoam

Pasal 20

(1) Dircksi menerima gaji. dan Fasilitas lainnya menurut ketentuan yang
herlaku dan ditetapkan oleh Dapati simeulue;

(2) Jenjang - Kepangkatan  untuk  Direksi ditetapkan  oleh  Gubernur
Provinsi Nanggroe  Aceh Darussalam atas usul DBupati Simeulue,
sesual  dongan kblcnlunn l'c-r.{'lm':m Perundang-undangan  vang
berlaki,

CBAB VI h
NEPECGAWAIAN
Pagal 21,

Ty
(1) Ketentuan=kelentuan kepegawaian Perusahaan Dacrah ditetapkan olch
Direksi dengan persclujuan Dadan Pengawas sesuai dengan Ketenluan
Poraturan Perundang-undangan yang berlaku, '

(2) Bupali  Simeulue  menctapkan ketentuan pokok pengpajian dan
penghasilan: bagi dircksi dan pegawai Perusabaan Dacrah dengan
berpedoman kepada ketentuan yang berlaku,

BABIX |
© BARAN PENGAWAS
| Pagal 22
(1) Pada Pefusahaan Dacrah dibentuk Badan Pengawas yang berlanggung
Jawab kepada Bupali Simeulue,

(2) Badan Pengawas Bertugas uniuk melaksanakan Pengawasan terhacdap
Pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan rencana kerja
dan Anggaran Perusahaan Dacrah, .

(3) Tala teriib dan cara menjalankan pengawasan, diatur dan ditetapkan
oleh Bupali Simeulue sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berfaku '

PPasal 23

Badan Pengawas dalam melaksanakin tugasnya berkewajiban ;

a. Memberikam pendapat dan saran kepada Bupati Simeulue mengenai
Rencana - Kegja  dan Anpgaran  Perusahaan Dacrah  %erla
perubaban/tambahannya dan laporan lainnya dari Dircksi.
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b, Mongawasl Pelaksanaan Kerja dan Anggaran Perusahaan Dacraly
sertn menyampaikan hasil penllalnya kepada Dupatl Simeulue dengan
tewbusan kepada Direksi,

¢, Mengiholi - PERemMbingan Pevasahaan daerah dan - dalam hal
Perusahnan Dacral menunjukan kemunduran,  sepera mchpuann
kepada Dupati simeulue dengan  disertai - garan nn..m,mm Jangkaly
perbaikan yang harus ditempuh,

(o Memborikan Pondapat dan saran kepada Bupali blmculu\. dengan
tembusan Kepada dlirckst mengenal masalah lalnnya yang dianggap
penting bagi penpgelolaan Pecusahaan Dagral,

e Melakuhan tugasetugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati
Simoulue,

[ Memberikon laporan— kepada Bupali  Simeulue  secara berkala
( tiwulan dan tahunan ) serta pada setiap wakin yang diperfukan
mengonai perkembangan Perusaliaan [Iacrah dan_hasil pelaksanaan
tugas Radan Pengawas,

' Pasal 24

Dakion: melaksanakin tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23

dalam Qanun ini Dadan Pengawas wajib memperhatikan ;

a Pedoman dan petuijuk-petunjuk Dupati Simeulue dengan sen: nliasa
memperhatikan elisicnsi Pcmsah.um Dacrah,

b. Ketenian dalam  Deraturan Rcmhnnu Perusahaan  Dacral serta
ketentuan Peraturan Per rundang-uidangan yang berlaku,

¢. Pemisshan tugas pengawasan dengan tugas pengelolaan Perusahaan
Dacrah yang merupakan wgas dan tinggung jawab Dircksi.:

Pasal 25

* Dalam mulak.smnknn tu;_,.n nc.ng,.m.mn Badan Pengawas mempunyai

wewenang sebagai berikot: -~ - 0 L

a. Memeriksa  buku-buku dan  sural-sural  sera dnL\lmv.n-dnlJumu\
lainnya, memeriksa keadaan kas ( untuk chuhnn verifikasi ) dan
- memeriksa kekayaan Perusahaan Dacrah,

b, Meminta  penjelisan-penjelisan dari Dircksi mengenai - segala
persaalan yang menyangkul pengelnlaan Perusahaan Dacrah.

.. Meminta Dircksi dan atau Pejabat lainnya dengan sepengetalwan
Dircksj untuk pienghadiri Rapat Dadan Pengawas.

. Menghadiri Rapal Dircksi dan memberikan  pandangan-pandangan

terhadip hal-hal yang ibicarakan,

Memberikan pertimbangan dan saran kepada Dupati Simeulue baik

diminta maupun tidak diminta untak perbaikan dan perkembangan

Perusahaan Daerah,

[ Melaksanakin hal-lal yang diaygap pedu sehagaimana yany diatur
dalam Qanun ini,

G

o

[fasal 26

(1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurang 3'( tiga ) Bulan
sckali alau sewaktu-wakiu apabils dipeviukan,

(2) Dalam rapal scbagaimany yang dimaksud didam ayal 1 ( satu ) pasal
ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Dacrah
sesual dengan tugas pokok, funpsi Jdan hak serfa kewajibannya,

Dipindal dengan Camscanner



10

(4) Keputusan rapal Badan 1'ongawas diambil alas dasar musyawarah
untuk mulakat,

(1) Untuk sotfap eapal dibual visalal rapat,

Iasal 27

(1) Uniuk Kkelane aran pelaksanaan tugay Dadan Pengawas, Kotwa Badan
Pengawas  dapal membentull Sekrelarls Badan Pengawas  yang
bertugas membantu Badan Pengawas menyclenggarakan adminisirasi
{ tala usaha, rapal, sidang dan membual laporan Badan Pengawas.

() Sckretadal Badan pengawas dipimpin oleh scorang sckrelaris yang
diangkat dan dibechentikan oleh Ketua Dadan Pengawas.

(1) Stall Sclvetariat Badan  Pengawas  dapat  diangkat  daii - pegawai
Perusalizn duveads dun atin pogawai Sekretarial Kabupaten Simeuluc.

Pasal 28

Badan Pengawas scbagaimana dimaksud dalam pasal 22 dalam Qanurrini
terdivi dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Dacral / linstansi lain yang
kegiatannya berhubungan dengan  Verusahaan Daerah, Pemegang Saham
dan “Tenuga A yung dianggap L.tk.lp dan mampu melaksanakan tugas
PBadan Pengawas, i

Pasal 29

(1) Anggota Nadan Pengawas diangkat oleh” Bupati Simeuluc setclah
menciapat persctujuanprinsip dari Dewan Penwvakilan Rakyat Dacrah
Kabupaten Simeuluc, E

(2) Syaral-syaat p\.ny\n[,kwl.m Dadan eppawas :

a, Warga Negara Imloncm.l(\‘\'Nl '

b, Memiliki keahlian serta akhlak yang tidak tercelah, 4

¢. Mempunyai dedikasi. dipandang cakap, dan  mempunyai
kcm.unpumn wiluh menjukimban kebijaksanaan Bupati Simeulue
mengenai pembingan dan pengawasan perusahaan. v

d. Tidak dibenarkan -~ memiliki . kepentingan  yang  berteptangan
Mengan atiu menganggu kepentingan Perusahaan Dacral,

¢, ‘Tidak pomah ‘melakukan kegiatan' yang merugikan kepentingpn
negara atau tindakan yanyy (erecla dibidang Perusahaan Dacrah, 7

[, Antara scsama Anggola Badup Penpawas  dengan  Anggola
Nircksi tidak boleh.ada hubungan kclu‘trm sampai_derajal ketiga,
baik menurut - garis  luus maupun  garis kesamping lcrmasuk
menantu dan ipar, Jika sudah pung,.mgk.mn mercka masuk dalam
hubungan keluarga yang terfarang ini, maka-untuk melanjutkan
jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupali Simeuluc;

g. Tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada usaha swasta yang,

dapat menimbulkan  perientangan kepentingan  sccara langsung

maupun lidak I.mulunu dengan kcpt.ulann Perusahaan Dacrah

kecuali dengan persetujuan npati Simeulue,

1. Dertempat tinggal di Kabupaten Simeulue.
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PPasal JU

(1) Anggota Dadan Pengawas paling, hanyak 3 ( lima ) orang dan paling
sedikit 3 ( tiga ) orang yang terdind atas Ketua dan Anpgota.

L(ZD!upali Simoulie seeara ex-oflicio adalah Ketua dan meranghap
~/ Anggota  Dadan  engawas dan dapat menunjuk  salah  scorang
Anggota Badan P'sngawas Iain schagai Ketua Dadan Pengawas.

(3) Masa Jabatan Hetua dan Anggota Badan Pengawas adalah 4 ( empat )
talun, v

(1) Anggota  Badan - Pengawis seivlah masa  Jabatannya - berakhir
whagaimana dimaksud - dalamayat (3) Paxal ini dapat diangkat
hembali duny,:u\mumpurlmlik:m kelentuan  Pasal 22 Qanun ini.

(5) Scorang anggota Hadan Pengawas (Inp:\n(/ncmhuluki jabatan terscbul
paling Jama 2 ( dua ) kali masa Jahatan, .

(6) Sebelum  dikeluarkan Keputusin Bupali  Simeulue  lentang
pengangkatan Anggola Ladan Pengawas terlchily dahulu dimintakan
Persciujuan Brinsip Dewan Penwakilan Rabkyat Dacrah Kabupalen
Simeuleu, f

(7) Setiap  Permohonan  perschujuan penpangkatan  Anggota  Hadan
Pengawas disampaikan olch Bupali Simeulue sezar lengkap kepada
Dewan -Perwakilan Rakyat  Dagrah Kabupalen Simeluc  dengan
melampirkan  keterangandidentitas calon - Anggola Dadan Pengawas
yang bersangkutin,

() Permohoin persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal
ini, disampaiban oleh Bupati Simeulue selambat-lambatnya 3 ( tiga )
Dulan sebelim masa Jabalan Anggota Badan Pengawas berakhir.

() Anggola Daddan Pengawas scbelum menjalankan tugasnya teriehih
dahulu diambil sumpab dan dilantik oleh Bupati Simeulue.

. Pasal 31

(1) Anpgota Badan . Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan
olch Bupati Simeulue karcna :
a. Meninggal dunia | !
h. VPermintaan sedil; -
¢, Melakukan sesuatu alau bersikap merugikan Perusahaan Dacrah;
d. Sesuatu' hal yang mengakibatkan in tidak dapat melaksanakan

ugasnya sceara Wajan

¢. Temyala tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;

F, Llabis niasi fubatannya,

bl

(2) Khusus dalam hal terdapat “tuduban sehagaimana dimaksud dalam
ayat (1) hurel ¢ pasal ini, Abggota Dadan  Pengawas bersangkutan
diberhentikan yniuk sementara ari lugasnya aleh Nupali Simeulue,

(3) Pemberhentian - senientara il Jilieritahukan  secara tertulis kepada
Anggota Badan Pengawas yame bersangkutan, Dircksi dan Anggota
Badan Pengawas lainoya diseriad alasan-alagan yang menycbabkan
pemberhentiun sementars Tersebut,
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(4) Dalam hal tegjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) pasal ini, dlilakukan hal-hal sebagai berikul }

a. Angota Badan Pengawas yang bersangkulan diberi  kesempatan
untuk membela diri dalam suatu sidang Khusus diadakan untuk Tt
oleh Ketua Badan Pengawas dalam waktu 1 ( satu ) bulan sgjuk
Anggola Dadan Pungawas  lersebul diberitahukan  tentany
pemberhentian sementara,

b, Dalam sidang diputuskan apakah  Anggota Dadan  Pengaway
diberhentikan  ataukah  pemberhentian  sementara yang
bersangkutan  totap  dliusulkan  untuk dibatalkan  dan  sogera
menyampaikan - Kepulusannya  secara tertuliy  kopada  Dupati
Simeulue,

¢. Sclambat-lambatnya 1 ( satu ) bulan scjak diterimanys Reputusan
sidong dalam Twrf b dalam o ayat ini Bupati  Simeulue
mengeluarkan  keputusan  cin menyampaikan  seearn  tortulis
kepada Anggota Dadan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan
Anggota Dadan Pengawas lainnya. ,

d. Dalam hal penyampaian Sumt Keputusan fidak ilakukan dalam
waktt yang ditentukan hurul ¢ ayat ini, waka pemberhentian
sementara it batal menurut hukum,

(5) Jika sidang scbagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini tidak diadakan
dalam wakm 1 ( satu ) bulan scielah pemberhentian sementri il
diberitahukan menurut kelentuan ayal (3) pasal ini, maka usul
pemberhentian sementara dimaksud dalam ayat (2) pasal ini can
keputusan  pemberhentian sciuentara olgh Bupali - Simuelue batal
menunit hukum, '

(6) Jika Keputusan Dupati Simeulue sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4) hurul a pasal ini tidak dapat disctujui oleh Anggota Dadan
Pengawas  yang  bemsangkutan, maka yang  bersangkutan - dapat
mencmpuh jalur hukum yang berdaku,

Ketua dan Anggota Dadan Pefigawas menctima vang jasa/honoriium
vang besamya ditvtapkan dengan Keputusan Dupati Simeulue  dan
dibebankan kepyda  Perusahaan Dacrah sesuai dengan  kematnpuan
Perusahaan Dagrah. . ’ g

BADN
PENSIUN DAN TUNJANCAN HARITUA
Pasal 31

(1) Perusahaan Dacrah Mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tu
bagi Dircksi dan Pegawai Perusaliaan.

(2) Dana pensiun dan tunjangan hari twa dimaksud ayat (1) pasal ini
benumber dan
2. luran Pension dan Tunjangan [ari Tua Direksi dan Pegawai
Perusahaan Dacrah |
b. Bagian dari labha |
¢. Iuran dan Perusahaan Dacraly;
d. Usaha-uszha lain yang sah.
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() Davusabaan Davial wagil mengunahakan dana terwebul dalam n;Jl;u (n,
paval Ty agar meneapal Jumlah Kewvajiban yang  haruy - dipenuhl
terhadap pogawal povusahaan Daerah dan wallb menjaga supaya
Jumlkah \IuSan\m\n burkung, :

Oh) Polaksanaan hotentuan ayat (1) dan (2) pasal Inl, ditetapkan oleh
Dupatt Stmentoe dengan barpedoman kepada poruncangsundangan
yang bortaku,

NALNI
‘ RAPAT UMUM PRMEBGANG SATIAM \
S Paxal M '
(1) RUPN xll:}dnknn sekurangsRurangnya sekall dalam setahun,
. () RUPS diplmpln oloh Kewa Dadan Pongawax atau salah seorang

Anggota Badan Pengawas yang dltontukan,
(3) Keputusan RUPS bardasarkan atas musyawarah dan mufakat,

(~I)Ji‘k.\ Kata muthkat - yang dimaksud dalam ayal (3) pasal Ini ddak
\'\Eunpa\i, waka  pendapat=pendapnt  yang dikemukan  dalam  rapal
cisampatian kepada Bupatl Sineulue,

U3) Bupad Shoeulue dapat mengambil keputusan dengan memperhatikan
pendapat-pendapat sebagaimana dimaksud dalam - ayal () selelah
mendengar pertimbangan Daclan Pengawas, :

(6) Tata tortib RUPS diator oleh Bupatl Simoulue atas usul RUPS,

..

® . ' BAB NI

TANGGUNCQ JAWAN DAN
TUNTUTAN GANTTRUGI

Pasal 38 '

(1) Dirvksi, serta semua pogawat Perusahaan Dacrah yang lipdakannya
meliwvan - huhum atan karena kelalalan  dalam  melaksanakan
hewajiban dan lugas yang dibobankan kepadanya, batk langsung
manpun Hdak langsung yang menimbulkan kerugian bagl Perusahaan
Dacraby chsamping dapat diiukwm sesual dengan Ketentuan” hukum
yang borlaky, - divwagiibkan  pula mengganti selurah kerugian bagi
Perusahaan Daerah,

(2) Netentuanshetentuan ganti vugi tevhadap  Pegawai  NegeriMacral,
berfaku sepanuhnga bagh Rireksi dan pegawai Perusahaan Dacrah,

Dipindal dengan Camscanner



0“ .
. '
v ‘I. v N . | l
BAL N
TAHUN BUKLUDAN PERITTUNCGAN TALUNAN
Pasal M6

(1) Tohun buku Perusahaan Dacrah adalah tahun akwin, yaiu dari
tanggal T Januar sampal denpan 21 Desember,

(2) Paling lambat 3 ( tiga ) bulan setelah thun bk berakhiv, Direlsi
menyampaikan: porhitungan tahiman yang teratama terdivi atas neraca

: perhitungan labafrugi yang telah disudit oleh aluntan publik kepada
Nadan Pongawas wntul imeilapat persetuian FUPS dan diteruskan
v - kepacla Dupati Simeulue untuk disahkan.

GO Badan - Penganwvas sclambat-lambaimya 1 (satu)  bulan serelab
menerima ngraga perhitungan labia'rug mengadala RUPS.

. (1) Neraea dan perhitungan liba/rug) tersebul ditandatangani  oleh para '
Anggata’Direksi dun Kot Dadan Pengawas,

(3) Apabila dalamn wakiu T (satu) bulan setelah (erhitungan laba/rupi
tersebut disampaikan, Dupali Sinenlue tidak menyatakan keberatan,
maka perhitungan laba-rupi irschutlianggap (elah disahkan,

(6) Neraca dan perhitungan Jabarugi yang sahkan Bupati, Simeulue
memberikan  kebebasan  langgung  jawab  Dircksi dan Badan
Pengawis, o

. : ) .

(7) Dircksi diwajibkan membuat laporan tahunan lenfang perkembangan
Perusahaan . Dacrah - untuk. disampaikan  kepada Bupati Simeulue
melalui Badan Pengawas dengan tembusan Kepada Dewan Perwakilan

i " Rakyat Dacralh Kabupaten Simeéulue.
. - (8) Tata  cara  pembuatan, pcn_\'mppz_li:iu dan  pengesahan  neraca
. perhitungan  [aba/rugi- Perusalisan Pacrah diatur -sesuai dengan
! ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
BAB X1V
ANGGARAN PERUSALTAAN DAERAH
' h Pasal 37

(1) Paling lambat 3 (tign) bulan schelum tahun buku berakhiv Dircksi
harus menyampaikan rencana anggaran {ahunan Perusahaan Dagral
kepada Hupati Simeulue untuk mendapal pengesaban,

(2) Dengan mendengar. pertimbangan Badan Pengawas Bupati Simeulue

mengesahkan rencana anggaran sehagaimana dimaksud dalam ayal
(1) pasal ini schehan memasuld tahun buku,
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(3) Dalam hal Dupati Simoulue tidak mengemukakan keberatan  atau
penolakan, maka vencana anggarin lorsebul berlaku sepenuhnya,

(4) Rencana perubahan anggaran yang terjadi dlalam tahun buku yang
bersangkulan harus mendapat persetijuan terlebih dabulu dari Bupati
Simeuluy setelal mendapal pertimbangan daid Dadan Pengawas,

BAB NV

PENGELOLAAN BARANG MILIK
PERUSATIAAN DARRALL

Pasal 3§
Tata e pengelolaan barang, milik Perusahaan Daerah dilakukan dengan
berpedoman kepada peraturan perandangeundangan ying berlaku,
BAB XV
T NERIA .'s‘.a-\lM:\ DENGAN PHIAN KETIGA
Pasal 39
Kerjasama  Perusahagn !);lcf'nll denpan p'ihnk ketipa dlilakukan  oleh

Dircksi  dengan  berpedoman - kepida kelentuan peraturan perundang-
)

undangan yang berlaku, Y

1 CBABXVI
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN
Pasal 40

Laba,bersily sclelah dikurangi pajak dan zakat ditelapkan untuk :
a, Dana Pembangunan Dacral/Pendapatan Asli Daerah........5% ( lima
belas persen) | - - ..
b, Pemegang saham..eveiiieieennneee.40 % (empat puluh persen )
¢ Cadangan umuin......oovnannneennen 23 % (glua puluh lima persen ) .
(. Jasa Produksi.veeveeresnimnneernnneenenn 10 % ( sepuluh persen )
¢.  Dana pensiun, Tunjangan hari tua, L
sosial dan pendidikan....... T veevenenn 10 %0 ( Sepuluh Persen )

CBAB XNV
PEMBUBARAN
Pasal 41
(1) Pembubaran Perusahaan Dactah ditctapkan dengan Qanun,
(2) Schelum pembubaran  dilaksanakan,  terlebih  dahulu diadakan
penelitian dan penilaian harta Kekayaan Perusahaan Daerah oleh suatu
tim likwidasi yang dibentul dengan Keputusan Bupati Simeulue,

(3) Dalam mul:nksmmkﬁn (uasnyn lin - likwidasi - bertanggung  juwab
" kepada Bupati Simeulue,
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() Dengan disamipaikannya pertanggung jasvaban tim likuwidasi ‘{wp,\'f..
Bupati Nimeulue, maka tim hkwidasi dibebaskan dari tanggong javal
wengenai pekerjaan yang telah diselenaikan,

($) Nisa hOkayaan Perusahaan Daeral setelah diadakan likwidasi menjadi
- milik Pemorintah Dacrah,
BALNIN
KETENTUAN PENUTUP
' Pasal 42
Dengan tidak mengurang) maksud pasal 12 ayat (1) Qanun ini, untok

pertama Kali Dircksi ditunjuldiangkat oleh Bupati Simenlue  setelals
mendapat peretujuan DPRD,

HALHI K

Hal-hal yang belum diatur dalam (Janun ini akan ditetapkan Iebih lanjut
dengan Keputusan Bupati Simenlie, sepanjang  mengenai  peraturan

pelaksanainnga dengan memperhatikan hetentuan dag pedoman yang
berlaku,

Pagal 44
)

Qanun ini mulai berlaku pada tangga) diundangkan,
Agar sctiap orang dapal mengelahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten
Simeulue, ’

Disahlan di ¢ Sinnbang

v 24 September 2002 M

: ™y ‘\17 Rajab 1423 H
SABURAN SMEULURY -
P iy

I

/4 )
0 2 DARMILI

: Shivabang
: 26 Seplember 2002

\DAERAIT KABUPATEN

gd'l'

LEMBARAN DAERATE RKABUPATEN SHI\‘l FULATE
TAIUIN 2002 NOMOR: 26 -SERTE - NOMOR : &

Fie MOWAUIGN I

Dipindal dengan Camscanner



